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REVISI UU PEMILU

Pasal Problematik Rawan Diselundupkan

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Lin-
dang-Undang Pemilu ditarget-
kan mulai dibahas pada Juli
atau Agustus 2020, di tengah
witktu vang kian mepet dengan
tahapan Perm a2z Kondisi
ini dikhawatirkan memeamghkas
ruang partisipasi publik serta
membuka celah munealva pa-
sal-pasal problematik vang di-
selundupkan masuk tanpa me-
Talui proses uji publik.

Fetun Komisi 11 DPR Rif-
ginizamy Karsayuda saal dihuo-
bungi dari Jakarta, Mingen
SAS2020) menpalakan, secara
formil revisi ULl Pemilu akan
mulai dibahas Komisi 11 DPR
bersama pemerintah pada Juli
atau Agustus, Pembahasan ter-
sebut dilakukan setelab selurub
dallar  invenbarisasi  masalah
(DM serta Reronghka normnatit
vang akan dituangkan dalam
RUL Pemilu rampung disusun,

"Rami menargetkannya se-
kitar bulan Juli atau Agustus.”

ni, kata Rifgi, sembari
rikan perumusan drafl
revisi UL Nomor 17 Talwan 2017
fentang Pemilu (HUTT Pemilu),
Komisi IT DPR akan nwengny-
dang berhaytai pihak, termasuk
pegint peindlu, untuk dimintai
pandangan dan masukan, [he-
ngamn bavgkah ina. Komisi 11 ber-
harap  pembentukan panitia
kerja pembabasan RUL Pemila
dapat segers digulirkan,

"Proses pembalisan RUU-
nya tidak akan terlalo panjany
kovena telah didabulul proses
penghimpunsn berbagai pan-
dm:gﬂn dan pikiran pcnt:ng ter-
sebn ufarnya.

Wakil Ketun Komisi 11 DPR
Aria Bima menambahban, se-
telah 1masa reses beraklir, Ko-
misi 1 DPR akan  kembali
mcng\md'mgn"uabmubcl Para
narasumber itu akan dimintai
masukan, terutama terleait se-
Jumlah putusan Mahkamesh
Eopstitusi (MEK), Balk putusan
terkail mengemai ambang balas
pavlemen, anbang batas pel-
calonan  presiden,  maupun
pemisahan pomiln lokal  dan
drerah,

“Ini menjadi penting kami
dapalkan wacano-wacana
sukan-masukan dar para aka-
demokirasi,
sidang ke-
E(rmergon -
umber). Ke depan.

dLJ'I'llbl [J.u'..i [JL",L,

dang nar;
kami masih (mengundang) no-
rasumber lagi. va, untuk belanjs
berbagal masukan karena kami
akan segera rapat dengan tim
penyiapan deal dari lim Badan
Keahlion DPR dan Komisi 117

PEpRITYiL

Hal wang terpenting, lanjut
dia, prinsip partisipasi publik
bermakin dalam penyusunan
HULD Pemilu ini tetap dike-
dLgJaann. "Kami  betul-betul
ingin mendengarkans selwnar-
nva formulasinyga seperti apa,”
Loy,

Pasal problematik

Dihubungi  secara. terpisah,
penpjar hukum  pernilu
Universitas Indonesia, Titi Ang-
praini, menilai langkah PR
vang bara memwlal pemibalis-
an revisi UL Pemilu saal ini
sudah sangat terlambat, Pada-
hial, kebutuhan  rewisio berselit
sudah  dapat dipetakan  sejak
evaluas: Pemilu 20019 dan pem-
batalan  renwana revisi poda
202l Talu.

Keterlambatan tersebut ber-
[J[]t!’!l’l.‘;j ]'I'lHl'I‘lIi!r['I]'IE []E!I'II:!]:EHHH—
a0 pola legishasi jalur copat yvaig
venderung instan, "Hisiko ber-
besar tidok hanya soal kete
batasan wakin, tetapi kual
legislasi yang terancam diko

hunkan atas numa urgensi,” upar
Titi.

Pola 1 vang  lertw-
ru-buru wrwativkon  me-

mangkas ruany partisipasi pub-
lik wang bermakna Kondisi ita,
Lanjut Titi, berbahayva karena
membuka celalhy bagl mnneal-
nya  prasal-pasal  problematik
atau pasal selundupan yaaeg bi-
sk melalui wji publik mema-
dai.

Tili jugs menyordi mana-
jemen walktu DPR yang belum
menyiapkan naskah akademik
don draf RUL sebagai dobumen
kerja konkret. Tanpa draf ynang

Legislasi yang
terburu-buru
dikhawatirkcan
memangkas ruang
partisipasi publilk.

Titi Angaraini

hisa dibedah, proses rapat de-
ngar pendopat umum (RDPLD
hanya akan menjadi diskus ab-
strak vang =ulit dinkur domn-
paknya,

Madahal, menurut dia, DPR
tidak perlu memulag dari ool
Daf yang disusun Badan Ke-
ahlian DPR (BRI pada 2000
sorta sejumilah putusan Aah-
kamah Konstitusi (MK} scha-
rusnva bisa langsung disdopsi
secarn sistemalis ke dalam dral
baru.

"Jangan sampal kererlambat-
anind-menjadi dalib untuk se-
wers menpgesnhkan HUL karena
tahapan pemilu sudah dekat.
Pralam situasi o publik ke-
hilangan  ruong  pengawasan
subslan il alas norma vang mi=
nentukan dredibilitas Pemila
DR Leasnya,

Polemik ambang batas

Meski pembahasan revisi UL
Femilu  belum  dimulai, par-
tai-partal politik telal 1melomn-
Larkan  wsulan mengenai am-
bang batos parlemen  (poediia
menfary  thresholel), Sehagian
partai politik (parpol) di par-
lemen mengusulkan kenaikan
ammbang batas  parlemen dari
angha 4 persen vang berlako
soat ind Scbagion lainmva me-
milih - mempertahankannys di
level 4 perscin

Kenaikan salah satunyu di-
usullkan oleh Partai Nasden.
FPekan Lalu, Ketus Umom Partai
Nasdem Surya Paloh mengu-
sulkam aggar ambuang buatas par-
lemen dinaikdkan menjadi 7 per-
sen.  Alasannya, pembatasan
jumlah partai di parlenwen di-
perlukan untuk mengoptimal-
lem kinerja demolaasi.

Kenaikan ambang hathas juga

divsulkan aoleh Partai Golkar
dan Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan (PDI-171. Ber-
beda dengan Nasdem, kedua
parpol itu mengusulkan angka 5
persen. Sckretaris Jenderal Par-
tai Golkar Mubhammad Sarmuji
menyvebul Renaikan tipis dari
angka 4 persen masih dapat
diterima. bahkan dapat dikom-
binasikan dengan pembentuk-
un ambang hatas fraksi agar
struktur froksi di DPR lehih
solicl.

Adapun Arin Bima, yang juga
merupakan  angpgota Fraksi
PDI-F DPR, menyanpailean,
besaran ambang batas  perlu
[11unpa.‘1runbun;ﬂ<an ctektivitas
kerja parfemen. Dengan 13 ka-
misi dan berbagai alat keleng-
kapun dewan yvang harws diisi,
partal dengan jumlab kursi ter-
Batas dinilai berpotensi kewa-
lahan membagi penugasan ang-
gotanya.

Oleh karena i, ia cenderung
melihzt anghka di alas 5 persen
lebih realistis dibandingkan pe-
nurunan ambang batas. “Sava
kuwrang lehih pasti di atas 5
(perseni-lah, ya." katanya.

Adapun  parpol yang ingin
mempertabankan ambang ha-
tas parlenwen 4 persen salah
satunya adalah Partai Keadilan
Sejahtera  (PES).  Seloetavis
Jenderal PFES  Muhammeul
Eholid mengatakon, peitelituai
besaran ambang hatas haros
mencari keseimbangon antara
keterwakilan partai politik i
parlemen  darn jumlabh  suara
wamy Litkak terukemobasi akituat
pencrapat: uubang batas, Bagi
PES, angka 4 persen vang ber-
loku saat ini sudah mentadai.

“Semakin tingd ambang ba-
s parlemen, tentu scmakin
besar suars yang tidak terkon-
versi sesual aspivoasingn” ujar-
nva beberapa wakto labu.

Sementoca i, partai-partai
politik nenparfemen dam partai
B justiue ingin anbang batas
partemen dituminkan, Ambeang
batas parleinen bahlkan dinsal-
kean dihapuskan dan diganti de-
rygan ambang batas frakei.
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